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	Abstract 

	
	
	This study aims to comprehensively analyze the role of effective communication in building and strengthening public trust in the Tekulai Hulu Village Government using a qualitative descriptive approach. The research involved 13 informants consisting of village officials and community members as representatives of service providers and recipients of public services. Data were collected through in-depth interviews, non-participant observation, and documentation to obtain a comprehensive understanding of communication patterns, forms of transparency, and the responsiveness of the village government in carrying out its service and development functions. The findings indicate that transparency in the management of village funds, the implementation of participatory village deliberations, humanistic direct communication between officials and residents, and accountability in responding to community aspirations are key factors in enhancing public trust. On the other hand, the study also identified communication barriers, including uneven information distribution and limited access to and digital literacy, particularly among elderly community members. Overall, effective communication is proven to play a significant role in strengthening the legitimacy of village governance, improving the quality of governance, and promoting sustainable development based on community support and participation.
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	Abstrak 

	
	
	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran komunikasi efektif dalam membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa Tekulai Hulu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian melibatkan 13 informan yang terdiri dari aparatur desa dan masyarakat sebagai representasi pihak pengelola dan penerima layanan publik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai pola komunikasi, bentuk transparansi, serta responsivitas pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi terkait pengelolaan Dana Desa, pelaksanaan musyawarah desa yang bersifat partisipatif, komunikasi langsung yang humanis antara aparatur dan warga, serta tanggung jawab dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan publik. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan komunikasi berupa belum meratanya distribusi informasi serta keterbatasan akses dan literasi digital, khususnya pada masyarakat usia lanjut. Secara keseluruhan, komunikasi efektif terbukti berperan signifikan dalam memperkuat legitimasi pemerintahan desa, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mendorong keberlanjutan pembangunan yang berbasis pada dukungan dan partisipasi masyarakat.
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1. PENDAHULUAN
Kepercayaan masyarakat merupakan elemen fundamental yang memiliki peran krusial sebagai determinan utama dalam menunjang keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam perspektif pembangunan berbasis masyarakat, kepercayaan tidak hanya dimaknai sebagai sikap psikologis semata, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi sosial terhadap kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah desa. Kepercayaan tersebut berfungsi sebagai modal sosial (social capital) yang strategis dalam memperkuat kohesi sosial, meningkatkan solidaritas kolektif, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan desa.

Lebih lanjut, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan berdampak pada meningkatnya partisipasi publik, kepatuhan terhadap kebijakan, serta dukungan terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankan. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepercayaan dapat menimbulkan resistensi sosial, apatisme masyarakat, serta melemahnya efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat menjadi agenda strategis yang harus mendapat perhatian serius dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah desa dituntut untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai pilar utama dalam mewujudkan praktik good governance. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses yang memadai terhadap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya desa. Partisipasi tercermin dari keterlibatan aktif masyarakat dalam proses musyawarah desa serta pengambilan keputusan yang inklusif. Sementara itu, akuntabilitas diwujudkan melalui pertanggungjawaban yang jelas dan terukur atas setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Ketiga prinsip tersebut saling berkaitan dan menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, komunikasi memegang peranan yang sangat strategis dan multidimensional. Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyampaian informasi publik secara satu arah, tetapi juga sebagai proses interaksi sosial yang bersifat dialogis dan partisipatif antara pemerintah desa dan masyarakat. Melalui komunikasi yang efektif, pemerintah desa dapat menyampaikan kebijakan secara jelas, transparan, dan mudah dipahami, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi, masukan, maupun kritik konstruktif.

Selain itu, komunikasi yang berkualitas juga berperan dalam membangun hubungan sosial yang harmonis, menumbuhkan rasa saling percaya (mutual trust), serta memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat. Interaksi komunikasi yang intensif dan terbuka mampu menciptakan persepsi positif terhadap pemerintah desa, sehingga meningkatkan legitimasi kebijakan yang diambil. Lebih jauh lagi, komunikasi yang efektif dapat menjadi sarana strategis dalam memperkuat kolaborasi dan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan desa secara menyeluruh.
Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat semakin kritis dan aktif dalam menilai setiap kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk pada tingkat pemerintahan desa. Komunikasi yang tidak berjalan secara efektif berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahpahaman informasi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, hingga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sebaliknya, komunikasi yang terbuka, transparan, dan dialogis dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program-program pembangunan desa serta mendorong keterlibatan aktif warga dalam setiap proses pembangunan. Keterbukaan informasi dan komunikasi yang transparan menjadi prasyarat utama dalam membangun legitimasi serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan (Dwiyanto, 2019).
Desa Tekulai Hulu merupakan salah satu desa yang secara konsisten dan aktif melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan Dana Desa sebagai sumber pembiayaan utama dalam mendukung berbagai program strategis desa. Pemanfaatan Dana Desa tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan warga. Berbagai program yang dijalankan tentu memerlukan dukungan, partisipasi aktif, serta tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara optimal, efektif, dan tepat sasaran. Keberhasilan implementasi program-program tersebut tidak hanya bergantung pada aspek perencanaan dan anggaran pengelolaan, tetapi juga pada kualitas komunikasi yang dibangun antara pemerintah desa dan masyarakat.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa masih dijumpai sejumlah kendala dalam aspek komunikasi publik. Beberapa di antaranya adalah belum meratanya distribusi terkait program dan kebijakan desa, kurang optimalnya mekanisme sosialisasi, serta terbatasnya akses informasi yang dialami oleh sebagian kelompok masyarakat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi, kesalahpahaman, bahkan menurunkan tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan guna mengkaji secara lebih mendalam bagaimana peran komunikasi efektif yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Tekulai Hulu dalam membangun serta memperkuat kepercayaan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran komunikasi efektif pemerintah desa dalam membangun kepercayaan masyarakat Desa Tekulai Hulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran komunikasi efektif pemerintah desa dalam upaya membangun, memelihara, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

2. METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat serta pengaruhnya terhadap kepercayaan publik.

Penelitian dilaksanakan di Desa Tekulai Hulu, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling sebanyak 13 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali persepsi informan mengenai pola komunikasi, transparansi, dan tingkat kepercayaan masyarakat. Observasi dilakukan untuk mengamati interaksi komunikasi dalam pelayanan publik dan musyawarah desa. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan desa, papan informasi, dan arsip kegiatan.

Analisis data dilakukan dengan model Miles et al., (2020) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Untuk memperjelas distribusi informan, jumlah masing-masing kategori ditampilkan dalam bentuk persentase. Persentase dihitung berdasarkan proporsi jumlah informan dalam setiap kategori terhadap total keseluruhan informan (13 orang) dengan menggunakan rumus:

Perhitungan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komposisi informan secara deskriptif, bukan sebagai analisis kuantitatif.
Tabel 1. Informasi Informan Penelitian

	No
	Jenis Informan
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)
	Peran

	1
	Kepala Desa
	1
	7,7%
	Pengambil keputusan

	2
	Sekretaris Desa
	1
	7,7%
	Administrasi

	3
	Perangkat Desa
	2
	15,4%
	Pelaksana program

	4
	Tokoh Masyarakat
	3
	23,1%
	Perwakilan warga

	5
	Warga Desa
	6
	46,1%
	Penerima layanan

	Total
	13
	100%
	


Tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi informan penelitian didominasi oleh warga desa yang berperan sebagai penerima layanan publik. Dominasi tersebut memberikan implikasi metodologis yang penting, karena data yang diperoleh lebih banyak merepresentasikan perspektif dan pengalaman empiris masyarakat secara langsung dalam berinteraksi dengan Pemerintah Desa Tekulai Hulu. Dengan demikian, temuan penelitian ini memiliki kekuatan dalam menggambarkan persepsi masyarakat secara autentik, khususnya terkait efektivitas komunikasi yang dilakukan oleh aparatur desa dalam penyampaian informasi, pelayanan publik, serta proses pembangunan.

Selain itu, dominasi informan dari kalangan masyarakat juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi secara lebih mendalam tingkat pemahaman, kepuasan, serta kepercayaan publik terhadap kinerja komunikasi pemerintah desa. Hal ini menjadi relevan mengingat masyarakat sebagai penerima layanan merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari kualitas komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, data yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana komunikasi pemerintah desa dipersepsikan, direspons, serta diinternalisasi oleh masyarakat dalam konteks pembangunan desa yang partisipatif.
3. PEMBAHASAN 
Pembahasan ini menguraikan secara lebih mendalam peran komunikasi efektif Pemerintah Desa Tekulai Hulu dalam membangun kepercayaan masyarakat berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 13 informan penelitian. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori komunikasi efektif, Government Public Relations, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.
3.1 Transparansi Informasi dan Kepercayaan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi informasi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa, merupakan faktor dominan dalam membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Transparansi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keterbukaan administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menciptakan akuntabilitas publik serta meningkatkan legitimasi kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah desa.

Pemerintah Desa Tekulai Hulu secara proaktif dan berkelanjutan melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, seperti papan informasi desa, forum musyawarah desa, serta interaksi komunikasi langsung antara aparatur desa dan warga. Keberagaman media komunikasi yang digunakan menunjukkan adanya upaya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima secara lebih merata dan mudah dipahami. Lebih lanjut, keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik, tetapi juga menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Kondisi ini berdampak pada munculnya perasaan dihargai, diakui, dan dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program desa.

Dengan demikian, transparansi informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Tekulai Hulu tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara pemerintah desa dan warga, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik
Temuan ini sejalan dengan Rahmadani, (2021) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan prasyarat utama terbentuknya kepercayaan publik. Selain itu, Pratama, (2020) juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi kebijakan desa dapat mengurangi kesalahpahaman serta meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program pemerintah desa. Komunikasi organisasi pemerintah desa yang dikelola secara sistematis juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan transparansi kebijakan desa (Pradhana et al., 2023).
Tabel 2. Bentuk Transparansi Informasi Pemerintah Desa Tekulai Hulu
	No
	Bentuk transparansi
	Media penyampaian
	Persepsi masyarakat

	1. 
	Informasi dana desa 
	Papan informasi desa 
	Jelas dan mudah dipahami

	2. 
	Program pembangunan 
	Musyawarah desa
	Meningkatkan kepercayaan 

	3. 
	Layanan public 
	Komunikasi langsung 
	Menumbuhkan keperayaan 


Berdasarkan Tabel 2, transparansi Pemerintah Desa Tekulai Hulu diwujudkan melalui penyampaian informasi Dana Desa melalui papan informasi, sosialisasi program pembangunan melalui musyawarah desa, serta layanan publik melalui komunikasi langsung. Informasi Dana Desa yang disampaikan secara terbuka dinilai jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan persepsi positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Musyawarah desa sebagai forum komunikasi dua arah berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat karena memberikan ruang partisipasi dan penyampaian aspirasi. Sementara itu, komunikasi langsung dalam pelayanan publik menumbuhkan kedekatan antara aparatur desa dan masyarakat. Secara keseluruhan, bentuk dan media transparansi yang diterapkan menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi partisipatif berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
3.2 Komunikasi Partisipatif melalui Musyawarah Desa
Musyawarah desa merupakan instrumen utama dalam membangun komunikasi dua arah yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi secara satu arah dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga sebagai ruang deliberatif yang memungkinkan terjadinya interaksi dialogis, partisipatif, dan inklusif antar berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa.

Melalui mekanisme musyawarah desa, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga diberikan kesempatan yang luas untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, saran, maupun kritik konstruktif terhadap kebijakan dan program pembangunan desa. Keterlibatan aktif masyarakat dalam forum ini mencerminkan adanya proses komunikasi yang bersifat timbal balik (two-way communication) yang menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan komunikasi pemerintahan yang efektif dan demokratis. Lebih lanjut, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa memiliki implikasi yang signifikan terhadap terbentuknya rasa memiliki (sense of belonging) terhadap program-program pembangunan yang dijalankan. Ketika masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung merasa menjadi bagian dari kebijakan tersebut, sehingga mendorong munculnya tanggung jawab kolektif untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan program pembangunan desa.

Dengan demikian, musyawarah desa tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme strategis dalam memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan legitimasi kebijakan publik, serta membangun hubungan yang harmonis dan berbasis kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.”
Hasil penelitian ini mendukung temuan Septiarti, (2021) yang menyatakan bahwa komunikasi inklusif dan partisipatif mampu meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan konsep komunikasi dua arah Schramm yang menekankan pentingnya umpan balik (feedback) dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Strategi komunikasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam forum desa terbukti meningkatkan kepercayaan dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan (Nainggolan & Helmi, 2025).
Table 3. Persepsi Informan terhadap Musyawarah Desa
	No 
	Katagori Persepsi
	Jumlah Informan

	1.
	Sangat positif
	6

	2.
	Positif
	5

	3.
	cukup
	2


Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar informan memiliki persepsi positif terhadap pelaksanaan musyawarah desa, yang berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

3.3 Komunikasi Interpersonal Aparatur Desa
Komunikasi interpersonal antara aparatur desa dan masyarakat dalam konteks pelayanan publik sehari-hari terbukti memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Komunikasi interpersonal yang berlangsung secara langsung memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih personal, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih jelas, tepat, dan bermakna oleh masyarakat.

Interaksi tersebut ditandai dengan sikap ramah, keterbukaan, empati, serta kesediaan aparatur desa dalam memberikan penjelasan yang informatif, transparan, dan mudah dipahami. Karakteristik komunikasi yang humanis ini berkontribusi dalam menciptakan hubungan sosial yang harmonis antara aparatur desa dan masyarakat. Selain itu, pendekatan komunikasi yang bersifat interpersonal juga mampu mengurangi potensi kesalahpahaman serta meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dalam pelayanan publik. Lebih lanjut, pola komunikasi yang demikian tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik secara administratif, tetapi juga memberikan pengalaman pelayanan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal ini mendorong munculnya perasaan dihargai, diakui, serta dilibatkan sebagai bagian integral dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kondisi tersebut pada akhirnya memperkuat persepsi masyarakat bahwa pemerintah desa hadir secara nyata, responsif, dan memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap berbagai kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi warga. Dengan demikian, komunikasi interpersonal yang efektif dapat dipandang sebagai salah satu faktor kunci dalam membangun kedekatan emosional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa secara berkelanjutan.
Hardjana, (2020) menegaskan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif harus mampu menciptakan kesamaan makna (shared meaning) serta kedekatan emosional antara komunikator dan komunikan agar pesan dapat diterima secara optimal. Sejalan dengan hal tersebut, Nugraha, (2021) menyatakan bahwa kualitas komunikasi interpersonal aparatur desa berpengaruh langsung terhadap mutu pelayanan publik dan tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi interpersonal yang dijalankan secara empatik, terbuka, dan responsif menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa Tekulai Hulu.
3.4 Hambatan Komunikasi dalam Membangun Kepercayaan
Meskipun komunikasi efektif telah diupayakan oleh Pemerintah Desa Tekulai Hulu melalui berbagai pendekatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah hambatan komunikasi yang perlu mendapat perhatian serius. Hambatan utama yang teridentifikasi adalah belum meratanya distribusi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, serta keterbatasan akses terhadap media komunikasi dan rendahnya tingkat literasi digital, khususnya pada kelompok masyarakat usia lanjut.

Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat tidak memperoleh informasi secara menyeluruh, akurat, dan tepat waktu, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi (information gap) serta perbedaan pemahaman terhadap kebijakan dan program pembangunan desa. Kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa apabila tidak dikelola secara optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri & Yuliana, (2022) yang menyatakan bahwa hambatan utama dalam komunikasi pemerintahan desa terletak pada keterbatasan akses informasi dan rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Selain itu, studi oleh Gil-Garcia et al (2018) menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi publik dalam sektor pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi yang disampaikan. Lebih lanjut, penelitian oleh Rahayu & Sutopo (2020) menunjukkan bahwa kesiapan digital masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas komunikasi berbasis teknologi dalam tata kelola pemerintahan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan adaptif dengan memadukan pendekatan komunikasi konvensional dan digital, serta mempertimbangkan karakteristik sosial dan demografis masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara merata, sehingga proses penyampaian informasi dapat berlangsung secara efektif, merata, dan berkeadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Temuan ini sejalan dengan penelitian Lestari & Gunawan, (2022) yang menyatakan bahwa ketimpangan akses informasi dapat menghambat efektivitas komunikasi pemerintah desa dan berdampak pada rendahnya partisipasi serta kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penerapan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan adaptif dengan memadukan pemanfaatan media digital dan komunikasi tatap muka secara langsung. Pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali, sehingga proses penyampaian informasi dapat berlangsung secara merata dan berkeadilan.

3.5 Implikasi Komunikasi Efektif terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa
Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi efektif memiliki peran strategis dalam memperkuat legitimasi serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Penerapan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan responsivitas aparatur desa dalam proses komunikasi tidak hanya meningkatkan pemahaman publik terhadap kebijakan dan program desa, tetapi juga membangun hubungan yang dilandasi rasa saling percaya antara pemerintah desa dan masyarakat. Kepercayaan yang tumbuh tersebut mendorong dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan program pembangunan desa secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan Syafrinadina et al., (2025) yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif dan sistematis dalam organisasi publik berperan penting dalam meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola melalui pemahaman kerja yang lebih baik serta koordinasi yang optimal.
Temuan ini semakin memperkuat teori Government Public Relations yang dikemukakan oleh Andayani (2023), yang menegaskan bahwa komunikasi pemerintah yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik merupakan strategi kunci dalam membangun citra positif, legitimasi, serta kepercayaan publik. Keterbukaan komunikasi pemerintah desa juga membentuk persepsi positif masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas aparatur desa dalam menjalankan program pembangunan (Purnamasari, 2023).Dengan demikian, komunikasi efektif dapat dipandang sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel, responsif, dan dipercaya oleh masyarakat.
4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1  Kesimpulan
Komunikasi efektif memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa Tekulai Hulu. Penerapan prinsip transparansi informasi, khususnya dalam pengelolaan dan penyampaian program desa, komunikasi partisipatif melalui forum musyawarah desa, serta komunikasi interpersonal yang humanis antara aparatur desa dan masyarakat menjadi faktor utama dalam membentuk persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan publik. Pola komunikasi yang terbuka, dialogis, dan responsif tersebut mampu menciptakan rasa keterlibatan, kedekatan emosional, serta keyakinan masyarakat terhadap integritas dan kinerja pemerintah desa.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat beberapa hambatan komunikasi yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan, terutama terkait pemerataan penyampaian informasi dan keterbatasan akses komunikasi pada sebagian masyarakat. Oleh karena itu, penguatan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan adaptif menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
4.2 Saran

Pemerintah Desa Tekulai Hulu disarankan untuk meningkatkan pemerataan penyampaian informasi dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, baik media digital maupun non-digital, agar informasi dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan musyawarah desa perlu terus diperkuat dan dikelola secara lebih terstruktur guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa.

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji komunikasi pemerintah desa dengan menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, seperti pendekatan kuantitatif atau metode campuran, serta memperluas lokasi penelitian pada beberapa desa atau wilayah yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan memperkaya kajian mengenai peran komunikasi efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
REFERENSI
Andayani, R. (2023). Government Public Relations dan Kepercayaan Publik. Jurnal Public Relations Indonesia, 5(1), 12–25.

Dwiyanto, A. (2019). Mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik. Pers Universitas Gadjah Mada.

Gil-Garcia, J. R., Dawes, S., & Pardo, T. (2018). Digital Government and Public Management Research: Finding the Crossroads. Government Information Quarterly, 35(1), 1–8.

Hardjana, A. (2020). Komunikasi Interpersonal: Teori dan Praktik. Kanisius.

Lestari, F., & Gunawan, R. (2022). Evaluasi Komunikasi Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada, 14(1), 55–66.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Analisis data kualitatif: Buku sumber metode (edisi ke-4. Sage Publications.

Nainggolan, C. B., & Helmi, R. F. (2025). Komunikasi Pemerintah Desa Kerapuh : Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Admininistrasi Kependudukan. 10(3), 561–578.

Nugraha, D. (2021). Manajemen Komunikasi Pemerintah Desa dalam Membangun Partisipasi Publik. Jurnal Komunikasi Dan Kebijakan Publik, 9(1), 30–42.

Pradhana, Y., Salim, A., & Kadarsih, D. (2023). Komunikasi Organisasi Pemerintah Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik pada Masyarakat di Desa Pamegarsari Kabupaten Bogor Jawa Barat. 15(02), 90–100.

Pratama, A. (2020). Komunikasi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik. Jurnal Kebijakan Publik Indonesia, 4(2), 77–89.

Purnamasari, N. I. (2023). Studi Kasus Opini Masyarakat Terkait Keterbukaan Komunikasi Pemerintah Desa dalam Penanganan COVID-19. 21(3), 482–497.

Putri, L., & Yuliana, S. (2022). Analisis Hambatan Digitalisasi Layanan Publik di Kecamatan Perdesaan. Jurnal Reformasi Birokrasi, 10(1), 25–37.

Rahayu, S., & Sutopo, A. (2020). E-Government Readiness dan Kompetensi ASN dalam Transformasi Digital. Jurnal Kebijakan Publik, 5(3), 201–215.

Rahmadani, N. (2021). Dimensi Kepercayaan Publik dalam Pelayanan Pemerintahan Desa. Jurnal Studi Pemerintahan, 12(3), 150–165.

Septiarti, S. (2021). Komunikasi Inklusif Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat. Jurnal Komunikasi Pembangunan, 9(2), 101–115.

Syafrinadina, Prawirosumarto, S., & Lusiana. (2025). Analisis Sistem E - Kinerja dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai melalui Motivasi Kerja sebagai Pemediasi Analysis of the E-Performance System and Competence on Employee Performance with Work Motivation as a Mediator. 14, 225–234.

 
�








Journal homepage: https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/index
Int J Eval & Res Educ, Vol. 9, No. 4, December 2020:  xx - xx

3

